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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama

sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017,

Notaris memasukan harta bawaan milik Penggugat ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan

mencantumkannya sebagai harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi akibat hukum

pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung

jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan hukum. Agar

dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan

tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah Kesepakatan yang isinya merugikan salah satu

pihak menjadi tidak sah dan dibatalkan oleh Majelis Hakim di pengadilan sepanjang mengenai harta bawaan

karena adanya kekhilafan pada objek sengketa. Selain itu, sebuah Kesepakatan tidak dapat mengubah status

harta bawaan menjadi harta bersama karena dipindahkannya hak atas tanah dari satu orang ke orang lain

harus dilakukan dengan perjanjian kebendaan. Tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan yang

dilakukannya adalah Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi administratif. Mengenai sanksi perdata,

Notaris diminta untuk menaati hasil Putusan. Terhadap Notaris tidak dimintakan penggantian biaya, ganti

rugi atau bunga karena masalah Penggugat sudah terselesaikan dengan dikeluarkannya harta bawaan dari

Kesepakatan. Untuk sanksi administratif, Notaris atas dasar laporan maupun temuan dapat dikenai sanksi

oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris sebaiknya lebih teliti saat memeriksa bukti-bukti formal agar

Notaris dapat dengan mudah mengklasifikasikan status harta. Selain itu, Notaris sebaiknya memberikan

jalan keluar berupa pembetulan akta agar masalah dapat diselesaikan tanpa perlu melalui jalur litigasi di

pengadilan.

......This thesis discusses Notarys negligence in making Joint Assets Distribution Agreement as a way to

divide the joint assets after divorce. In Decision Number 1553 K/PDT/2017, the Notary included the ex-

wifes personal assets into the Joint Assets Distribution Agreement and listed them as joint assets. This

certainly gave loss to the owner of the assets. Issues that will be researched are legal consequences of the

Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties and the Notarys

responsibility towards Agreement made which contains unlawful act elements. In order to answer those

issues, the author uses normative juridical research form with analytical descriptive research type. The result

is that the Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties shall not be

considered valid and is canceled by the Judges as long as it is related to personal assets because it is granted

based on mistake. Moreover, an agreement couldnt change the status of a personal assets into the joint assets

because land of rights transfer from one person to another must be done with a material agreement. Notarys

responsibility upon his actions is that a Notary may be sanctioned by civil and administrative sanctions.
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Regarding civil sanctions, the Notary is asked to obey the results of the Decision. As for administrative

sanctions, Notary may be subject to sanctions by the Notary Supervisory Board. Notary as a public official

should be more careful when examining formal evidence so that the Notary can easily classify the status of

assets. In addition, the Notary should provide a solution in the form of deed correction so that the problem

can be resolved without going through litigation.


